
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR

10 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN FUNGSI DAN MEKANISME KERJA
JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KOORDINATOR,
SUBKOORDINATOR, JABATAN FUNGSIONAL, SERTA JABATAN PELAKSANA

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :   a.    bahwa dengan diundangkannya Peraturan Arsip Nasional
Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2024  tentang
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Arsip  Nasional  Republik
Indonesia, perlu dilakukan pencabutan terhadap Uraian
Fungsi dan Mekanisme Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator,  Pengawas,  Koordinator,  Subkoordinator,
Jabatan  Fungsional,  serta  Jabatan  Pelaksana  di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  tentang Pencabutan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi dan Mekanisme Kerja
Jabatan  Pimpinan  Tinggi,  Administrator,  Pengawas,
Koordinator, Subkoordinator, Jabatan Fungsional, serta
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor   43 Tahun  2009 tentang
Kearsipan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2009 Nomor  152,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2012  tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2012  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip
Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                               1 / 2                               1 / 2



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 2 –

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 184);

5. Peraturan  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2
Tahun  2024  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Arsip
Nasional  Republik  Indonesia  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN  ARSIP  NASIONAL  REPUBLIK  INDONESIA

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  10  TAHUN  2020
TENTANG  URAIAN  FUNGSI  DAN  MEKANISME  KERJA
JABATAN  PIMPINAN  TINGGI,  ADMINISTRATOR,
PENGAWAS,  KOORDINATOR,  SUBKOORDINATOR,
JABATAN FUNGSIONAL,  SERTA JABATAN PELAKSANA
DI  LINGKUNGAN  ARSIP  NASIONAL  REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi dan Mekanisme Kerja
Jabatan  Pimpinan  Tinggi,  Administrator,  Pengawas,
Koordinator, Subkoordinator, Jabatan Fungsional, serta
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  ini  mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2025

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

${ttd}

MEGO PINANDITO
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